Volume: 23 Nomor 1. Maret 2025 P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DALAM
MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PUBLIK

A.M. Yadisar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, J1. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: yadisar75@gmail.com

Abstract: Capacity building of local government apparatus is a strategic step in facing increasingly
complex public service challenges. A competent and professional apparatus is needed to support responsive,
transparent, and quality services. This research aims to explore strategies to increase the capacity of the
apparatus through training approaches, bureaucratic reform, utilisation of information and communication
technology, and multi-stakeholder collaboration. The research method used is qualitative with a descriptive
approach, involving in-depth interviews, documentation studies, and observation. The results show that
competency-based training programmes, adaptive bureaucratic reforms, digital infrastructure development,
and participatory approaches are key factors in improving apparatus capacity. However, challenges such as
budget constraints, resistance to change, and competency gaps between agencies are still obstacles that
need to be overcome. This study recommends the importance of consistent policy support, strengthening
cross-sectoral cooperation, and periodic evaluation to ensure the sustainability of the apparatus capacity
building programme. With the right strategy, it is expected that optimal public services and good
governance can be achieved.
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Abstrak: Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam
menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Aparatur yang kompeten dan
profesional diperlukan untuk mendukung pelayanan yang responsif, transparan, dan
berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan kapasitas
aparatur melalui pendekatan pelatihan, reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi, serta kolaborasi multi-pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam, studi dokumentasi,
dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis kompetensi,
reformasi birokrasi yang adaptif, pengembangan infrastruktur digital, dan pendekatan
partisipatif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Namun, tantangan
seperti keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, dan kesenjangan kompetensi antar
instansi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan
pentingnya dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kerja sama lintas sektor, serta
evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program peningkatan kapasitas aparatur.
Dengan strategi yang tepat, diharapkan pelayanan publik yang optimal dan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Kata Kunci: Strategi; Peningkatan Kapasitas Aparatur; Pelayanan Publik

PENDAHULUAN kualitas tata kelola pemerintahan.
Pelayanan publik merupakan salah Aparatur pemerintah daerah memegang
satu indikator utama dalam menentukan peranan penting dalam memberikan
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layanan yang cepat, transparan, dan
responsif kepada masyarakat. Namun,
berbagai tantangan seperti keterbatasan
kompetensi, kurangnya inovasi, dan
minimnya sumber daya manusia yang
berkualitas masih menjadi hambatan
dalam mewujudkan pelayanan publik
yang optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
menekankan pentingnya peningkatan
kapasitas aparatur sebagai bagian dari
upaya memperkuat fungsi pemerintahan
daerah. Selain itu, tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang lebih
baik terus meningkat seiring dengan
kemajuan teknologi dan globalisasi. Oleh
karena itu, diperlukan strategi yang
terencana dan berkelanjutan untuk
meningkatkan  kapasitas  aparatur,
sehingga mereka mampu memenuhi
ekspektasi masyarakat serta menjawab
tantangan di era  digital dan
desentralisasi saat ini.

Pelayanan publik merupakan salah
satu fungsi utama pemerintah dalam
memenuhi  kebutuhan  masyarakat.
Pemerintah daerah, sebagai garda
terdepan  dalam  penyelenggaraan
pelayanan publik, memiliki tanggung
jawab  besar  untuk  memastikan
pelayanan yang responsif, transparan,
dan  berkualitas. Namun, dalam
praktiknya, pelayanan publik di
berbagai daerah sering kali menghadapi
berbagai tantangan, seperti rendahnya
kompetensi aparatur, prosedur birokrasi
yang rumit, serta minimnya
pemanfaatan  teknologi  informasi.
Kondisi ini tidak hanya menurunkan
kualitas layanan, tetapi juga berdampak

pada tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.

Dalam era  globalisasi  dan
digitalisasi, pemerintah dituntut untuk
beradaptasi dengan perubahan yang
cepat, baik dalam teknologi maupun
ekspektasi masyarakat. Aparatur
pemerintah daerah harus memiliki
kapasitas ~yang memadai  untuk
mengelola kompleksitas tugas dan
tanggung jawab mereka. Peningkatan
kapasitas aparatur, baik dari segi
pengetahuan, keterampilan, maupun
sikap, menjadi kebutuhan mendesak
untuk mendukung transformasi
pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan
upaya pemerintah untuk menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), yang ditandai dengan
transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat.

Berbagai strategi telah dirumuskan
untuk meningkatkan kapasitas aparatur,
seperti pelatihan berbasis kompetensi,
reformasi birokrasi, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK), serta kolaborasi dengan berbagai

pihak. Meskipun demikian,
implementasi strategi ini sering kali
menghadapi  hambatan,  termasuk
keterbatasan anggaran, resistensi

terhadap perubahan, dan kesenjangan
kompetensi antar wilayah. Oleh karena
itu, diperlukan pendekatan yang holistik
dan terintegrasi untuk mengatasi
tantangan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan
dapat  ditemukan langkah-langkah
strategis yang efektif untuk
meningkatkan  kapasitas aparatur
pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh
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Kabupaten Melawi, sehingga mampu
mengoptimalkan  pelayanan  publik.
Dengan demikian, masyarakat dapat
merasakan manfaat langsung dari
perbaikan layanan, yang pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan dan
kepercayaan terhadap pemerintah.
Strategi  peningkatan kapasitas
aparatur menjadi hal yang mendesak
untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi langkah-langkah
strategis yang dapat diambil oleh
pemerintah daerah dalam meningkatkan

kompetensi aparatur serta
mengoptimalkan  pelayanan  publik,
sehingga tercipta tata kelola

pemerintahan yang efektif, efisien, dan
akuntabel.

Pelayanan publik yang efektif dan
efisien merupakan salah satu aspek
penting dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Di Kecamatan Tanah
Pinoh, kualitas pelayanan publik sangat
bergantung pada kapasitas aparatur
pemerintahan kecamatan yang terlibat
dalam proses penyelenggaraan layanan
tersebut. Kapasitas aparatur di sini
mencakup pengetahuan, keterampilan,
serta kemampuan adaptasi terhadap
perubahan yang terjadi di masyarakat
dan dunia pemerintahan.

Aparatur pemerintah
membutuhkan adanyan pengembangan
kapasitas sumber daya manusia untuk
meningkatkan kemampuan dan
keterampilan agar tercipta hasil kinerja
yang baik (Fajarwati, 2019).
Meningkatkan kapasitas aparatur
pemerintah menjadi suatu tindakan
untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera. Oleh Karena itu, kapasitas

aparatur pemerintah penting sebagai
ujung tombak dalam pelayanan publik.
Aparatur pemerintah harus memahami
tugas dan fungsi pokoknya dengan baik,
kemudian keterampilan dalam
melaksanakan  tugas dan  fungsi
pokoknya serta melaksanakan tugas dan
fungsi pokoknya. Pemerintah kecamatan
harus  melakukan  upaya  untuk
meningkatkan kapasitas aparaturnya.
Pengembangan kapasitas adalah suatu
usaha yang bertujuan untuk
mengembangkan strategi dalam
menciptakan daya tanggap kinerja
pemerintah yang efisien dan efektif.
Efisien dalam waktu dan sumber daya
diperlukan untuk mencapai suatu
efektif, berupa kesesuaian upaya dengan
hasil yang diinginkan, sedangkan daya
tanggap adalah cara yang ditempuh
dalam menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan dengan tujuan. Dengan
demikian = pengembangan  kapasitas
adalah suatu wusaha yang dilakukan
untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dalam
suatu organisasi, hal ini mendorong
lingkungan kerja yang baik (Yunus dan

Sani, 2017).
Menurut Wibowo (2018),
peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan menjadi kunci untuk
memastikan pelayanan publik yang
optimal. Kapasitas ini tidak hanya
mencakup  aspek  teknis,  seperti
penguasaan teknologi dan prosedur
administrasi, tetapi juga mencakup
kemampuan dalam pengambilan
keputusan yang adil, efisien, dan
berpihak pada kepentingan masyarakat.
Peningkatan  kapasitas ini  dapat
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dilakukan melalui
pendidikan, serta
pengalaman kerja.
Menurut Ridwan dan Sudrajat
(2009), mengatakan setiap
penyelenggara pelayanan publik harus
memiliki  standar  pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima layanan.
Standar pelayanan publik adalah ukuran
yang berlaku dalam penyelenggaraan
pelayanan yang wajib diataati oleh
pemberi atau penerima pelayanan.
Adapun standar pelayanan yakni
prosedur pelayanan, waktu
penyelesaian, biaya layanan, produk
layanan, sarana dan prasarana, serta
kompetensi petugas pemberi layanan.
Berkaitan dengan kompetensi petugas
pemberi layanan, maka penting dalam
memperhatikan strategi peningkatan
kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu strategi utama dalam
peningkatan kapasitas aparatur adalah
melalui pelatihan dan pendidikan yang
terstruktur. Suryani (2016) menjelaskan
bahwa pelatihan berkelanjutan bagi
aparatur tidak hanya meningkatkan
keterampilan  teknis, tetapi juga
meningkatkan motivasi dan semangat
kerja dalam memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, pendidikan yang relevan
dengan kebutuhan pelayanan publik
dapat memperluas wawasan aparatur
dalam menghadapi dinamika kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang.
Selain pelatihan teknis, kapasitas
manajerial ~ aparatur  juga  harus
diperhatikan. Menurut Suparno (2020),
keberhasilan dalam mengelola dan

pelatihan,
peningkatan

memimpin unit-unit pelayanan publik
bergantung pada kemampuan
manajerial. Aparatur yang memiliki
kapasitas manajerial yang baik dapat
mengatur alur kerja, mengelola sumber
daya manusia, serta membuat kebijakan
yang meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan. Oleh karena itu,
penting  bagi  pemerintah  untuk
memberikan pendidikan yang mengarah
pada  pengembangan  kemampuan
manajerial dalam diri aparatur.

Di era digital, teknologi memegang
peranan penting dalam meningkatkan
kapasitas aparatur dalam memberikan
pelayanan publik. Menurut Sigit (2019),
penerapan teknologi informasi yang
tepat dalam sistem pelayanan publik
dapat meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas.
Aparatur yang mampu memanfaatkan
teknologi dengan baik dapat
memberikan pelayanan yang lebih cepat,
akurat, dan transparan, yang pada

akhirnya akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
pemerintah.

Peningkatan kapasitas aparatur
dalam pelayanan publik tidak dapat
dipandang sebagai upaya satu sisi, tetapi
harus  melibatkan = pengembangan
keterampilan teknis, manajerial, serta
pemanfaatan  teknologi  informasi.
Melalui pelatihan, pendidikan, serta
penguatan manajerial, aparatur
pemerintahan  diharapkan  mampu
memberikan pelayanan publik yang
berkualitas, efisien, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian relevan telah
dilakukan dalam topik ini, di antaranya
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Studi oleh Wicaksono (2018) yang
menemukan bahwa pelatihan berbasis
teknologi dapat meningkatkan kualitas
pelayanan  publik secara  signifikan.
Penelitian oleh Hermawan (2020) yang
menunjukkan bahwa reformasi birokrasi
memainkan  peran  penting  dalam
meningkatkan kinerja pelayanan publik di
tingkat daerah. Dengan mengacu pada teori
dan hasil penelitian tersebut, artikel ini
akan mengkaji lebih lanjut strategi
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
daerah dalam rangka mengoptimalkan
pelayanan publik. Kajian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi  bagi
pengembangan kebijakan dan praktik
pemerintahan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Strategi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam
mengoptimalkan Pelayanan Publik di
Kantor Camat Tanah Pinoh Kabupaten
Melawi Provinsi Kalimantan Barat
menggunakan rancangan penelitian

kualitatif. Pendekatan kualitatif
mengarah pada metode penelitian
deskriptif, dimana data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,
dan angka. Pendekatan kualitatif dan
menggunakan jenis deskriptif, diarahkan
pada latar dan individu secara utuh, dan
mempunyai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif. Penelitian
yang akan dilakukan oleh peneliti
memakai penelitian kualitatif,
menggunakan manusia sebagai alat
pengumpulan data utama. Pada waktu
pengumpulan data kehadiran peneliti di
lapangan  sangat penting  dalam

menunjang pengumpulan data yang
valid. Penelitian dilakukan di Kantor
Camat Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
Provinsi Kalimantan Barat, Sumber data
dalam penelitian ini adalah Camat,
Sekeretaris Camat, Kasubbag. Umum
dan Kepegawaian, dan Pegawai Kantor
Camat Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
Kalimantan Barat. Sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata dan tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain yaitu sember data primer dan
sumber data sekunder yang didapat dari
hasil wawancara, diskusi kelompok
terarah, observasi dan dokumentasi.
Analisa data dilakukan oleh peneliti
sepanjang penelitian dapat dilakukan
oleh peneliti sepanjang penelitian
dilakukan secara terus menerus dari
awal sampai akhir penelitian. Dalam
proses analisa data peneliti
menggunakan langkah-langkah : (1)
reduksi data (data reduction), (2)
penyajian data (display data), dan (3)
kesimpulan (conclution drawing
verification).

Penelitian kualitatif dianggap lebih
sesuai untuk memperoleh gambaran dan
informasi mengenai sistem pelayanan
pada Kantor Camat Tanah Pinoh
Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan
Barat dalam memahami informasi yang
berkaitan dengan Strategi Peningkatan
Kapasitas  Aparatur dan  kualitas
pelayanan Publik. Dalam hal ini, melalui
pendekatan  kualitatif =~ diharapkan
informasi yang lebih luas dan detail
tentang Strategi Peningkatan Kapasitas
Aparatur ~ Dalam  mengoptimalkan
Pelayanan Publik
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Penelitian ini akan memperhatikan
aspek etika penelitian, termasuk:
Meminta izin resmi dari instansi terkait
dan partisipan penelitian, Menjamin
kerahasiaan dan anonimitas partisipan,
Memberikan informasi yang jelas
tentang  tujuan  penelitian = dan
mendapatkan  persetujuan  tertulis
(informed consent) dari partisipan.

Dengan menggunakan metode
penelitian  ini, diharapkan dapat
diperoleh gambaran yang komprehensif
mengenai Strategi Peningkatan
Kapasitas Aparatur Dalam
mengoptimalkan Pelayanan Publik dan
rekomendasi yang dapat diaplikasikan
untuk memperbaiki peningkatan
kapasitas aparatur dan pelayanan
publik.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pengembangan kapasitas aparatur
pemerintah merupakan kunci

keberhasilan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Aparatur pemerintah yang
kompeten dan profesional mampu
memberikan pelayanan publik yang
berkualitas, efisien, dan akuntabel.
Dalam menghadapi tantangan
globalisasi, perkembangan teknologi,
serta meningkatnya harapan
masyarakat, pengembangan kapasitas
aparatur menjadi semakin relevan dan
mendesak.  Bardasarkan  Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah menyatakan
bahwa kecamatan merupakan perangkat
daerah yang dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa. Kecamatan Tanah
Pinoh merupakan salah satu kecamatan
yang berada di wilayah Kabupaten
Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

Kecamatan Tanah Pinoh
Kabupaten Melawi terletak antara 00°47’
hingga 00°85" Lintang Selatan dan antara
111°31" hingga 111°60° Bujur Timur,
memiliki luas wilayah administratif
seluas 741,80 km? yang terbagi menjadi
12 desa yaitu Desa Bina Jaya, Desa Maris
Permai, Desa Pelita Kenaya, Desa Bata
Luar, Desa Raya, Desa Keranjik, Desa
Tanjung Beringin Raya, Desa Bina Karya,
Desa Loka Jaya, Desa Tanjung Gunung,
Desa Batu Begigi dan Desa Suka Maju.
Desa Bina Jaya merupakan desa terluas
di Kecamatan Tanah Pinoh dengan luas
sebesar 93,50 km? yang mencakup 12,6
persen luas Kecamatan Tanah Pinoh.
Desa dengan luas terkecil di Kecamatan
Tanah Pinoh adalah Desa Batu Begigi
dengan luas sebesar 22,30 km? yang
hanya mencakup 3,01 persen luas
Kecamatan Tanah Pinoh. Desa Maris
Permai menjadi desa yang terletak
paling jauh dari Desa Suka Maju yang
merupakan ibukota Kecamatan Tanah
Pinoh dengan jarak 13 km.

Jumlah  penduduk Kecamatan
Tanah Pinoh tahun 2023 adalah 17.439
jiwa, penyebaran penduduk masih
terpusat di Desa Loka Jaya, Desa Batu
Begigi, dan Desa Suka Maju. Dengan
luas wilayah 741,80 km? tingkat
kepadatan penduduk Kecamatan Tanah
Pinoh sebesar 23,51 Jiwa/km2 Desa
yang paling tinggi tingkat kepadatan
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penduduknya adalah Desa Batu Begigi
yakni 129,33 jiwa/km?  sedangkan
paling rendah tingkat kepadatan
penduduknya adalah Desa Maris Permai
yakni sebanyak 5,68 jiwa/km?2.

Rasio jenis kelamin digunakan
untuk menyatakan perbandingan jumlah
penduduk laki-laki setiap 100 orang
penduduk perempuan. Pada tahun 2023
rasio  jenis  kelamin = penduduk
Kecamatan Tanah Pinoh sebasar 103,8,
yang artinya setiap 100 orang penduduk
perempuan di Kecamatan Tanah Pinoh
terdapat 104 orang penduduk laki-laki.
Rasio jenis kelamin tertinggi di
Kecamatan Tanah Pinoh terdapat di
Desa Tanjung Gunung yang memiliki
rasio jenis kelamin 117,56. Sedangkan
rasio jenis kelamin terendah terdapat di
Desa Bata Luar yang memiliki rasio jenis
kelamin 97,66.

Mayoritas penduduk Kecamatan
Tanah Pinoh adalah beragama Islam
yaitu sebanyak 13.496 penduduk,
sedangkan sisanya sebanyak 3.524
penduduk beragama Kristen, sebanyak
413 penduduk beragama Katolik, 5
penduduk beragama Budha, dan 1
penduduk  beragama  Konghuchu.
Berdasarkan data dari Kementerian
Agama  Kabupaten @ Melawi dan
Pengadilan Agama Nanga Pinoh, jumlah
pernikahan yeng tercatat di Kecamatan
Tanah Pinoh adalah sebanyak 76, jumlah
cerai talak sebanyak 3, creai gugat
sebanyak 6.

Kecamatan Tanah Pinoh terdiri dari
12 Desa, 44 Dusun, 116 RT, Desa Suka
Maju merupakan desa dengan jumlah
dusun terbanyak di Kecamatan Tanah
Pinoh sebanyak 6 Dusun. Pada tahun

2023, status desa berdasarkan nilai
Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri
dari 3 desa mandiri, dan 9 desa
berkembang. IDM merupakan Indeks
Komposit yang dibentuk berdasarkan
tiga indeks. Pertama, Indeks Ketahanan
Sosial yang dilihat dari bidang
pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan
pemukiman. Kedua, Indeks Ketahanan
Ekonomi yang tercermin dari keragaman
produksi masyarakat, akses pusat
perdagangan dan pasar, akses logistik,
akses perbankan dan kredit, dan
keterbukaan wilayah. Ketiga, Indeks
Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang
tercermin dari kualitas lingkungan,
bencana alam, dan tanggap bencana.
Semua desa di Kecamatan Tanah
Pinoh memiliki kepala desa dan
sekretaris desa. Jumlah Kaur pada
masing-masing desa di Kecamatan
Tanah Pinoh adalah 3 orang, sedangkan
Kasie 3 orang. Selain dari unsur
perangkat desa, penyelenggara
pemerintahan di Kecamatan Tanah
Pinoh juga berasal dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten
Melawi. PNS Pemerintah Kabupaten
Melawi yang bertugas di Kecamatan
Tanah Pinoh berjumlah 65 orang dengan
rincian 19 orang Golongan II, 43 orang
Golongan III, dan 3 orang Golongan IV.
Mayoritas PNS Pemerintah Kabupaten
Melawi yang bertugas di wilayah
Kecamatan Tanah Pinoh memiliki

pendidikan Diploma III.
Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah  kecamatan  merupakan

langkah strategis dalam mendukung
optimalisasi pelayanan publik. Aparatur
pemerintah memiliki peran krusial
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sebagai ujung tombak dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
khususnya dalam memberikan layanan
yang responsif, transparan, dan
berkualitas kepada masyarakat. Dalam
konteks otonomi daerah, tantangan yang
dihadapi semakin kompleks, sehingga
menuntut adanya strategi komprehensif
untuk meningkatkan kompetensi dan
kinerja aparatur.

Kapasitas aparatur = melibatkan
kemampuan individu dan organisasi
untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan secara efektif. Dalam
lingkup individu, kapasitas mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang diperlukan untuk menjalankan
fungsi administratif dan pelayanan.
Pada tingkat organisasi, kapasitas
mencakup efisiensi proses kerja, struktur
kelembagaan, serta lingkungan kerja
yang  mendukung  inovasi  dan
kolaborasi.

Pelayanan publik yang optimal
tidak dapat tercapai tanpa aparatur yang
kompeten. Ketidakmampuan dalam
memahami prosedur pelayanan,
rendahnya penerapan teknologi
informasi, serta kurangnya pemahaman
terhadap kebutuhan masyarakat sering
kali menjadi kendala utama dalam
pelayanan publik. Oleh karena itu,
peningkatan kapasitas aparatur menjadi
agenda prioritas untuk menciptakan

birokrasi yang adaptif terhadap
tantangan zaman.
Dalam  upaya  meningkatkan

kapasitas aparatur, berbagai strategi

dapat  diterapkan, baik  melalui
pendekatan pelatihan, reformasi
birokrasi, maupun pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi
(TIK). Strategi wutama yang yang
dilakukan dalam meningkatkan
kapasitas aparatur adalah:
Pengembangan kompetensi melalui
pelatihan dan pendidikan, Penguatan
sistem  dan  struktur  organisasi,
Pemanfaatan teknologi Informasi dan

komunikasi (TIK), Pendekatan
partisipatif dan kolaboratif.
Pelatihan dan pendidikan

merupakan cara yang paling umum
untuk meningkatkan kapasitas individu
aparatur. Program pelatihan berbasis
kompetensi dirancang untuk
meningkatkan  keterampilan  teknis,
manajerial, dan sosial. Misalnya,
pelatihan terkait pelayanan berbasis
teknologi, manajemen konflik, atau
komunikasi publik dapat membantu
aparatur dalam menghadapi dinamika
pelayanan yang semakin kompleks.
Selain itu, pemerintah kecamatan
dapat menjalin kerja sama dengan
lembaga pendidikan tinggi atau pusat
pelatihan profesional untuk
menyelenggarakan program pendidikan
lanjutan bagi aparatur. Pendidikan ini
tidak hanya meningkatkan kemampuan
teknis, tetapi juga memberikan wawasan
strategis dalam pengambilan keputusan.
Reformasi  birokrasi ~ menjadi
langkah penting dalam meningkatkan
kapasitas organisasi. Struktur organisasi
yang ramping, jelas, dan efisien dapat
mendukung proses kerja yang lebih baik.
Salah satu pendekatan yang dapat
dilakukan adalah melalui evaluasi dan
penyederhanaan prosedur pelayanan
publik, sehingga masyarakat dapat
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memperoleh layanan dengan lebih cepat
dan mudah.

Selain itu, penguatan manajemen
kinerja  berbasis hasil (result-based
management) dapat membantu organisasi
memantau dan mengevaluasi kinerja
aparatur secara terukur. Hal ini juga
berkontribusi ~ dalam  menciptakan
budaya kerja yang berorientasi pada
hasil dan pelayanan.

Digitalisasi menjadi salah satu
solusi utama untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik. Penggunaan aplikasi pelayanan
daring, sistem informasi manajemen,
dan e-governance dapat mempercepat
proses pelayanan sekaligus
meningkatkan transparansi. Aparatur
yang terampil dalam memanfaatkan TIK
akan mampu memberikan pelayanan
yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Selain itu, teknologi juga dapat
digunakan untuk mendukung proses
pembelajaran aparatur melalui pelatihan
daring (e-learning) yang fleksibel dan
hemat biaya. Dengan  demikian,
pemerintah kecamatan dapat mengatasi
keterbatasan anggaran dan sumber daya
dalam program peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas aparatur
juga dapat dilakukan melalui kolaborasi
dengan berbagai pihak, termasuk
masyarakat, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil. Melibatkan
masyarakat dalam proses perencanaan
dan evaluasi pelayanan publik dapat
memberikan masukan yang berharga
bagi aparatur untuk memahami
kebutuhan dan ekspektasi masyarakat
secara lebih mendalam.

Kolaborasi dengan sektor swasta,
misalnya dalam bentuk kemitraan
publik-swasta (public-private partnership),
juga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan  publik. Aparatur yang
terbiasa bekerja dalam lingkungan
kolaboratif akan lebih adaptif dan
inovatif dalam menghadapi perubahan.

Meski berbagai strategi telah
dirancang, implementasi peningkatan
kapasitas aparatur tidak lepas dari
tantangan dan hambatan. Beberapa
tantangan utama meliputi: 1)
Keterbatasan Anggaran: Program
pelatihan dan reformasi birokrasi sering
kali membutuhkan anggaran yang besar.
Dalam banyak kasus, pemerintah daerah
menghadapi kendala keterbatasan dana
sehingga program peningkatan kapasitas
tidak berjalan optimal; 2) Resistensi
terhadap Perubahan: Aparatur yang
terbiasa dengan pola kerja lama sering
kali menunjukkan resistensi terhadap
perubahan, terutama dalam adopsi
teknologi baru atau reformasi birokrasi.
3) Kesenjangan Kompetensi: Perbedaan
tingkat  kompetensi  antaraparatur,
terutama antara daerah perkotaan dan
pedesaan, dapat menjadi hambatan
dalam penerapan strategi yang seragam.
4) Kurangnya Dukungan Kebijakan:
Peningkatan kapasitas aparatur
membutuhkan dukungan kebijakan
yang kuat dari pemerintah pusat
maupun daerah. Kebijakan yang tidak
konsisten atau kurang terintegrasi sering
kali menjadi penghambat dalam
pelaksanaan program.

Strategi  peningkatan kapasitas
aparatur yang berhasil akan memberikan
dampak positif pada kualitas pelayanan

FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 105



Volume: 23 Nomor 1. Maret 2025

P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518

publik.  Aparatur yang kompeten
mampu memberikan layanan yang lebih
cepat, transparan, dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Selain itu,

inovasi dalam pelayanan, seperti
penerapan  teknologi  digital dan
penyederhanaan prosedur, dapat

meningkatkan kepuasan masyarakat
serta membangun kepercayaan terhadap
pemerintah.

Dalam jangka panjang,
peningkatan kapasitas aparatur juga
berkontribusi pada penguatan tata kelola
pemerintahan  yang  baik  (good
governance). Pemerintah daerah yang
memiliki aparatur berkualitas dapat
lebih  efektif dalam melaksanakan
program  pembangunan, mengelola
sumber daya, dan  menciptakan
lingkungan  yang  kondusif  bagi
kesejahteraan masyarakat.
pengembangan  kapasitas  aparatur
pemerintah tidak hanya meningkatkan
kualitas pelayanan publik tetapi juga
menjadi fondasi dalam mewujudkan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan

berintegritas. Dengan demikian,
investasi dalam pengembangan
kapasitas adalah langkah strategis
menuju pembangunan yang
berkelanjutan dan inklusif.
KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan kapasitas aparatur
merupakan langkah strategis yang harus
terus diupayakan oleh Pemerintah
Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten
Melawi untuk mengoptimalkan
pelayanan publik. Melalui kombinasi
pelatihan, reformasi birokrasi,
pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi,

aparatur dapat meningkatkan
kompetensinya dalam  menghadapi
tantangan pelayanan. Meski terdapat
berbagai hambatan seperti keterbatasan
anggaran, resistensi terhadap
perubahan, dan kesenjangan
kompetensi, dengan komitmen dan
dukungan kebijakan yang konsisten,
tujuan pelayanan publik yang optimal
dapat tercapai. Hal ini tidak hanya akan
meningkatkan kepuasan masyarakat,
tetapi juga memperkuat tata kelola
pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, berikut adalah beberapa
saran yang dapat diterapkan adalah
sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh
perlu memprioritaskan pelatihan
berbasis kompetensi yang relevan
dengan kebutuhan aparatur dalam
memberikan pelayanan publik.

2. Perlu adanya investasi dalam

pengembangan infrastruktur
teknologi informasi untuk
mendukung transformasi digital
dalam pelayanan publik.

3. Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh
harus memperkuat kerja sama
dengan sektor swasta, akademisi,
dan masyarakat untuk mendukung
inovasi dan pengembangan
kapasitas aparatur.

4. Pemerintah Pusat dan Pemenrintah
Daerah Kabupaten Melawi perlu
merumuskan kebijakan yang
konsisten, terintegrasi, dan
berkelanjutan untuk mendukung
program  peningkatan kapasitas
aparatur.

FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 106



Volume: 23 Nomor 1. Maret 2025

P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518

5. Penting untuk melakukan

monitoring dan evaluasi secara
berkala
peningkatan

terhadap program

kapasitas untuk

memastikan efektivitas dan

dampaknya terhadap pelayanan
publik.
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